LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

NOMOR 1 TAHUN 1937 SERI D. No. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARIJO
NOMOR 9 TAHUN 1986
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT!I KEPALA DAERAH TINGKAT Il SUKOHARIJO

Menimbang

a bakwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyeleng -

garaan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna
dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang pe -
kerjaan umum Kaburaten Dzerzh Tingkat 11 Sukoharjo per-
lu disusun Susunan Crganisasi dan Tata Kerja Dinas Peker-

jaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo;

_ bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang - undang Nomor §

Tahun 1974 jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
163 Tahun 1977 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor : 061.1/ 105 / 1985 Tahun
1985, tentang Pedoman Pelaksanaan Mengenai Susunan Or
ganisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupa-
ten/ Kotamadya Daerah Tinghat 11 se Jawa Tengah, perlu
menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pe-
kerjaan Umum Kabupaten Dacrah Tingkat Il Sukoharjo

dengan Peraturan Daerah,
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Mengingat

3. Undang-undang N

5. Peraturan Pe

10.

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok

pokok Pemerintahan di Dacrah ;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang Pemben-

tukan Daerah -dacrah Kabupaten dalam lingkungan Pro-
pinsi Jawa Tengah ;
omor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
merintah Nomor I8 Tahun 1953 tentang Pe -

laksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat

i Pekerjaan Umum kepada Propinsi - propinsi -

mengena
ekerjaan umum di Da-

dan Penegasan urusan mengenai p
erah - daerah otonomi Kabupaten, Kota Besar dan Kota
kecil ; "

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985t
4 Tahun 1930

entang Jalan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
egeri Nomor 363 Tahun 1977

Keputusan Menteri Dalam N
n Organisasi dan

tentang Pedoman Pembentukan, susuna

Tata Kerja Dinas ;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah T
061.1/95171932 teatang Pola Organisasi =
rah Tingkat II se¢ -

ingkat I Jawa Te-

ngah Nomor :
Pemerintah Daerah dan Wilayah Dae
Jawa Tengah ;

Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Nomor 051.1/ 105 / 1985 tetang Pedoman Pelaksanaan
msogenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pe -

kerjaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat Il

Tingkat I Jawa Tengah

se Jawa Tengah.
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Dengan Persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Daerah

Tingkat 1T Sukoharjo

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Dgerah Tingkat II
Sukoharjo ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Sukoharjo ;

DPUK adalah Dinas Pekerjaan  Umum Kabupaten Dacerah
Tingkat 11 Sukoharjo ;

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukobharjo ;

Cabang DPUK adalah unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Sukoharjo yang mempunyai Wi-

layah Kerja disatu atau beberapa Kecamatan.

BAB II
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BAB II

PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk DPUK.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

-~

unsur pelaksana Pemerintah Dacrah yang dibentuk berda

(1) DPUK adalah
kal Daerah Tingkat II dibidang Pekerjaan Umum.

sarkan kewenangan pang

(2) DPUK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan ber -

tanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerabh.

pPasal 4

DPUK mempunyai tugas pokok

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pekerjaan

a.
ung jawabnya ;

umum yang menjadi tangg
a oleh Bupati Kepala

b. Melaksanakan tugas — (Ugas lain yang diberika

Daerah.

Pasal 5

4 Peratorad

Untuk menyelenggarakan tugas pohok tersebut pada pasal

Dacrah ini, DPUK mempunyai fungsi :

a. Perumusan ——
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a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan
terhadap urusan bangunan dan gedung, jalan - jalan umum beserta se-
gala bangunan - bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan - lapa -
ngan dan taman - taman, pengalitan ( pembuluh pembilas, got - got,
riol - riol, selokan, penatus ). penerangan jalan, fempat pekuburan
umum, pasar - pasar, los - los pasar, pesanggrahan, penyeberangan -

penyeberangan dan pencegahan bahaya kebakaran :

b

b.  Pemberian perijinan sesvai dengan ketijaksanaan yang ditctapkan olch
Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan

vang berlaku ;

‘c.  Pelaksanaan sesuai dergan fvgas rokcknya dan sesuai dengan Peraturan

perundang - undangan yang berlaku ;

d. Pengamanan dan pengendulian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya
sesuai dengan kebijaksinaen yang ditetepkan oleh Bupati Kepala Dae -

rah berdasarkan peraturen peruncang - undangan yang berlaku ;

e. Pengurusan Tata Usaha DPUK.

BAB 1V
ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan  Organisasi;

Pasal 6

( 1) Susunan Organisasi DPUK terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

a. Sub Bagian
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Sub Bagian Tata Usaha ;

Scksi Bina Program

C
d. Scksi Bangunan dan Gedung ;
Scksi Jalan dan Pengaliran ;

f  Scksi Tata Kota / Dacrah ;

Scksi Kebersihan, Keindahan Kota/ Dacrah dan Pemadam Kebakarap .

h. Cabang DPUK .

( 2 ) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 ( empat ) Urusan, dan masing -

masing Seksi terdiri dari 3 ( tiga ) Sub Scksi.

( 3 ) Sub Bagian Tata Usaha dan Scksi, masing - masing dipimpin olch
secorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala DPUK.
Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala DPUK mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal -
4 Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian T
ata  Usaha mempanyai tugas menyiapkan urusan surat me -

nyurat, urusan {
rumah tangga, pengelolaan perlengkapan,

peralatan ———
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Peralatan dan perbekalan Kantor, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan
kcuangan, Penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundangan

dengan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditctapkan oleh Kepala
DPUK.

Pasal 9

Untuk menyelenzgarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.  Pelaksanaan urusan surat - menyurat, kearsipan, perlengkapan peralatan

dan perbekalan kantor, perjalanan Dinas serta urusan rumah tangga ;
b.  Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
c¢.  Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
d. Penyusunan rencana dan program Kketatalaksanaan DPUK ;
e. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;

f.  Penyiapan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan,instruksi dan meng -
himpun peraturan perundang - undangan di bidang pekerjaan umum

dan penyusunan laporan ;
g.  Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.
Pasal 10
( 1) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum ;

b. Urusan Kepegawaian ;

¢. Urusan —
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c. Urusan Kcuangan

d. Urusan Evisiensi dan Tatalaksana.
(2) Masing - masing urusan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal iy
dipimpin olch scorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggun,

jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaba.

Pasal 11

Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kear -

sipan, penggandaan pemeliharaan barang inventaris, perlengkapan, peralatan

dan perbekalan kantor, perjalanan dinas rumah tangga serta dokumentasi.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai  tugas melaksanakan  pengelolaan

kepegawaian.
Pasal 13

Urusan Keuangan mepunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan

pendapatan, pengelolaan dan pcrtanggungjawaban keuangan.

Pasal 14

Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunad

aturan pelaksa -
di -

rencana ketatalaksanaan, menyiapkan naskah peraturan - Ppef
na 1 : .
an dan instruksi serta menghimpun peraturan perundang - undangan

bidang pekerjaan umum,

Bagian Keempat e e
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Bagian Kecempat
Scksi Bina  Program
Pasal 15

Scksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana

dan program kerjs, serta menyusun laporan,
Pasal 16

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini,

S.:;k;i Bina Program mempunyai fungsi :

Penelitian, pengumpulan, pengolaban dan penyajian data ;

a
b.  Penyusunan statistik ;

Penyusunan rencana dan program kerja ;

C.

d: ~ Pembinaan pelaksanaan, rencana, program dan proyek ;

6. » Evaluasi‘analisa hasil pelaksanaan rencana dan program serta proyck ;
f.- - ' Penyusunan naskah laporan ;

g.  Pelaksanaan tugas — tugas lain vang diberikan oleh Kepala DPUK.
Pasal 17 -
( 1) Seksi Bina Program terdiri dari :

a. Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan data ;
b. Sub-Seksi Perencanaan ;.

' ¢. Sub: Seksi Pengendalian, Evalvasi dan Pelaporan.

( 2 ) Masing -
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( 2 ) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (| ) p
) Pasa

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan  ben
- l.}ﬂ‘!z-'-'

1

jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal I8

Sub Scksi penclitian dan Pengumpulan Data mempunyai tugas melaksangl
anakay

penclitian pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data serta penyusug
2y

statistik.
Pasal 19

Sub Scksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan - rencam

ram kerja serta anggarannya.

prog
pasal 20
Sub Scksi Penggendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengada
Pelaksanaan rencana program  kera

Pengendalian atas

ksanakan evaluasi dan analisa h

royek serta penyusunan naskah la

kan pembinaan.
asil pelaksanaan rencans

dan proyek, mela
poran.

program kerja dan p
Bagian  Kelima

Seksi Bangunanan dan Gedung

Pasal 21

Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai (ugds malaksanakan ssbagad

tugas pokok DPUK di bidang bangunan dan gedung ber
paan tckois yang ditctapkan oleh Kepala DPUK.

dasarkan Kebijaksd -
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Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini,

Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

al

Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyeleng -

garakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan ;

Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi - instansi

lain, perbaikan tata laksana dan pengaturannya ;
Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;

Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melakukan
pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan perturan perundang -

undangan yang berlaku ;

Penyiapan peberian rekomendasi perijinan untuk bangunan dan

gedung ;
Penyelenggaraan administrsi teknik bangunan dan gedung ;
Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 23

(‘1) Seksi Bangunan dan Gedung terdiri dari

a.
b.

C.

Sub Seksi Bangunan ;
Sub Seksi Gedung ;
Sub Seksi Administrasi Teknik Bangunan dan Gedung.

( 2 ) Masing -
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( 2 ) Masing - masing Sub Seksi . sebagaimana dimaksud ayat ( | ) Paga)
ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggUn)

jawab kepada Kepala Seksi Bangunan dan Gedung.

Pasal 24

Sub Scksi Bangunan m:mpunyai tugas :

a. Merumuskan pedoman persyaratan perijinan, menyiapkan pemberian

rekomendasi perijinan untuk bangunan dan. Gedung sesvai dengan

peraturan perundang — undangan yang berlaku ; -

b. Melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan pengembangan
pemeliharaan, pengawasan di bidang bangunan ( bukan gedung )

serta mengkaji dan merumuskan pedoman persyaratan  penentuan

bahan bangunan ( bukan gedung ).

Pasal 25

Sub Scksi Gedung mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan,
bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang bangunan

gedung serta mengkaji dan merumuskan pedoman persyaratan penentuan

bahan bangunan gedung,

Pasal 26

Sub Seksi Administr

laksanakan inventarj

nan dap gcdung

a1 Teknik Bangunan dan Gedung mepunyai tugas me -

sast dan legger / pertinggal segala kegiatan bidang bangu-
mer,

yusun administrasi ot (a
mengelola perlengkap ast kontrak dan progres report, sl

ul) b4 ’
» Peralatan, perbekalan dan perbengkelan,

Bagian Keenam ___ ____ —

i
|
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Bagian Keenam
Seksi  Jalan dan Pengaliran
Pasal 27

Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pokok DPUK di bidang jalan / jembatan dan pengaliran berdasarkan kebi -
jaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

Pasal 2%

" Untuk mcnyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan Dacrah ini,

Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai fungsi

a.  Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyeleng -
garakan tugas dan kcbuaksanaan sesuai dengan rencana yang telah

di ‘tetapkan ;-

b. Pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegitan untuk meningkatkan
* pelayanan terhadap masyarakat dan'instansi - instansi lain, perbaikan

tata laksana dan pengaturannya ;
c.  Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;

d. Pengawasan yang meliputi ségalé uszha dan kegiatan untuk melaksana -
kan pehgamanan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan per -

undangan - undangan yang berlaku ;

e. Pcnyclcngaraan admlmstraﬂ teknik jalan dan pengaliran ;

f.  Pelaksanaan tugas - togas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 29
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Pasal 29

(1) Seksi Jalan dan Fengaliran terdiri dari

a. Sub Seksi Jalan / Jembatan ;

b. Sub Seksi Pengaliran ;

c. Sub Seksi Administrasi Teknik Jalan dan Pengaliran,

( 2 ) Masing - masing Sub Seksi scbagaimana dimaksud ayat (1) pay

ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bcrtanggu,,!
awab kepada Kepala Seksi Jalan dan Pengaliran.

Pa_sal 30

Sub Seksi Jalan / Jembatan mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan,
.pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang

Jalan | Jembatan beserta bangunan turutannya dan pohon ayoman.

Pasal 31

Sub Seksi Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembi -

naan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengawasan di bidan

pengaliran termasuk pengawaszn air limbah industri,
Pasal 32
S . . . . ) .
ub Seksi Administrasi Teknik Jalan dan Pengaliran mempunyal tuga?

melaksanakan

e Inventarisasi dan m:nyusun legger / pertinggal segala kegiatad
tdang jalan beserta bangunan turut

nistrasi k annya dan pengaliran, menyusun admi~
ontrak dan progres report

i serta { ) 1an
Perbekalun dag Perbengkelan i Pcmla |

Bagian
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Bagian Ketujuh
Scksi Tata Kota / Daerah
Pasal 33

Scksi Tata Kota /| Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pokok DPUK dibidang penataan kota / dacrah berdacarkan kebizkeanaan
teknis ynng ditetapkan oleh Kepala DPUK.

~ Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 33 Peraturan Dacrah inj,

Seksi Tata Kota /| Daerah mempunyai fungsi :

.a.  Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untvk menycleng-
garakan tugas dan kebijaksanaan sesvai dengan rencana yasg telad

ditetapkan ;

b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk me -

ningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi - instansi laia ;

c. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksasa-

kan pengamanan atas pelaksanaan tugas ;

d.  Pengelolaan perlengkapan, peralatan dan perbekalan ;
e.  Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 335

( 1) Seksi Tata Kota / Daerah terdiri dari :

a. Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan ;

b. Sub Scksi Pertanahan ;
b. Sub Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan.

( 2 ) Masing -
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( 2 ) Masing - masing Sub Scksi .sebagaimana dimaksud ayat (| ) Pagy
ini dipimpin oleh scorang Kepala yang berada dibawah dan beﬂanggu"g

jawab kepada Kepala Scksi Tata Kota [/ Daerah.

Pasal 36

Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan mempunyai tugas :
a. Mengatur tata lokasi Bangunan / gedung menurut jenisnya dan memby.
at pedoman bentuk/ prototype bangunan / gedung untuk berbagai Jenis,
macam dan lokasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang

berlaku, serta memberikan pertimbangan atas permohonan ijin lakosi -
bangunan / gedung ;

b.  Melakukan inventarisasi atas bangunan - bangunan / gedung - gedung
antara lain peninggalan sejarah, pendidikan rekreasi, perdagangan, pela-

yanan umum, industri, tempat tinggal perorangan/ swasta dan Jain - lain.

Pasal 37

"Sub Scksi Pertanahan mempunyai tugas mempersiapkan pengurusan hak - hak
atas tanah yang berhubungan denzan penentuan lokasi bangunan / geduns
yang selanjutnya akan diserahkan kepada iastansi yang berwenang untuk me

netapkan hak - hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang - undang
an yang bzrlaku,

Pasal 38

Sub  Seksi Tar,

Lingk B .
M>laksanikan gap gkungin dan Tata Lokasi Perusahaan mempunyai tuga

mengawgasi ) _
L f 48t terhadap segala usaha untuk menciptakan Kes¢

» Lokasi Pey .
tusaha; N dan memterikan pertimbangan terba -

okasj tempat - usaha,
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‘Bagian Kedelapan
Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah

dan Pemadam Kebakaran

Pasal 39

Scksi kebersihan, keindahan kota / daerah dan Pemadam Kebakaran mempu-
nyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK dibidang kebersihan,

keindahan kota / daerah dan pemadam kebakaran.

Pasal 40

Untuk ményelenggargkan tugas tersebut pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini,

Seksi

Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah dan Pemadam Kebakaran

mc’mpuﬁyai fungsi :

a.

( 1) Seksi Kebersihan, Keindaban

Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyeleng-

garakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan ; ‘ |

Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan'Akcgiatan unfuk me -
ningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi - instansi lain,

perbaikan Tatalaksana dan pengaturannya ;

Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;
Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan Aunt‘.ul_c_ melaksana -

kan pengamanan atas pelaksanaa'n‘ tugas ;
peralatan, perbekalan dan perbengkelan ;

Pengelolaan perlengkapan,
a DPUK.

Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepal
Pasal 4l

Kota / Daerah dan Pemadam Kebakaran

terdiri dari :

Sub Seksi ——MmM—
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Sub Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah :

a.
b. Sub Seksi Pemakaman umum ;
c. Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakarap
(2) Masing — masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat ( | )
. . P
jni dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan berta N
. . . nggy
jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah dnz
Pemadam Kebakaran. !
Pasal 42
Sub Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah mempunyai tugas :
"a.  Melaksanakan pcngumpulan, penampungan, pengangkutan, pembuangan
suk tinja dan pengawasan ;

psmusnaban segala macam sampah terma

b. M_:laksanakan

pembuaitan, perbaikan, pemeliharaan taman - taman, jalur
gan serta melaksanakan

lapangan, penghijauan Jingkun

hijau, lapangan =
atas pemas

penertiban, pengawasan,
ndang — undangan yang berlaku ;

uran, pemaisangan, perbaikan, pen
listrik dan perlengkapan

taman — (aman, pengatu

pengaturan, angan reklame sesuai de-
ngan peraturan peru

Melaksanakan pengat
instalasi — instalasi

gawasan, pemeli -
Jampu - lampu

haraan
r lalu lintas,

penerangan jalan, tempat rekreasi,

gunan lain milik Pemerintah Daerah ;

pasar - pasar, stisiun dan ban
"d.  Memberikan penyuluhan tentang kebersihan, keindahan kota / daerab.
Pasal 43
Sub Scksi Pemakaman Umum mempunyai tugas :
¢ untuk Pe”

pengeiolaan tempa

a. M “
claksanakan segala usaha dan kegiatan
makaman um "
um sesuai dengan peraturan pcrundang— undangan yané

berlaku ;

b Melak
sanakan e

pengaturan, pemeliharaan, pengawasan pemakaman umud

sesuai denpan
gan pcraturan. perundang - undangan yang berlaku ;
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c. Memberikan perijinan tentang penguburan jenasah, pemindahan kerangka

jenasab, pemasangan kijing dan pendirian bangunan diatas makam.

Pasal 44

S‘ub Seksi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :

a. Mengadakan pemeriksaan, pengujian terhadap alat - alat / bahan - bahan
yang dipergunakan uatuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran baik
yang dimiliki oleh Pemerintah, swasta maupun perorangan ;

b. Melaksanakan pemeliharaan dan pényiapan peralatan pemadam kebaka-

ran yang dipergunakan dalam menjalankan tugasnya serta mengadakan

pencegahan dan pemadaman kebakaran ;

Melaksanakan pembinaan, latihan dan pengerahan personil dalam rangka

pencegahan dan pemadaman kebakaran ;

d. Mengadakan penyu]phan tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran;

e.  Melaksanakan peﬁgawasan atzs pelaksanaan tugas.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal 45

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas DPUK

diatur kemudia1 berdasarkaan pejoman Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
TATAKERIJA
Pasal 46

Kepala DPUK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang

telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Dacrah scrta memperhatikan pembinaan
dan bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan

Tingkat 1 Jawa Tengah.

Umum Propinsi Daerah

Pasal 47
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Pasal 47

n tugasnya Kepala DPUK, Kcpala Sub Bagian, p
» bdrg Ke

ara Kepala Cabang DPUK wajib menerapkan
- pri i
cara vertikal dan horisontal bajk dns;p
aam

Dalam melaksanaka

pala Sub Scksi dan P
dan sinkronisasi s¢

masing maupun dengan satuan Organisasi di Ling

- s - un a

instansi lain sesuai dangan tugas pO: fl
ok

koordinasi, integrasi

Jlingkungan masing =

Pemerintah Daerah serta dengan

masing - masing.
Pasal 48
( 1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan DPU'K Bertanggu“a
jawab memimpin dan mecng
bimbingan scrta petunju

koordinasikan bawahannya masing-masing da

memberikan k - petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi pe -

( 2 ) Sctiap Pimpinan
tunjuk - petunjuk a atasan masing - masing

dan menyampaika

dan bertanggung jawab kepad

n laporan tepat pada waktunya.
n Organisasi dari bawaban

g diterima pimpinan Satua
laporan

dipergunakan sebagai bahan penyusunan

uk kepada bawaban.

( 3 ) Sectiap Japoran yan

nya wajib diolah dan
Jebih lanjut untuX memberikan petunjuk - petunj

pasal 49

pada DPUK menyampai-

Cabang Dinas
saha

Para Kepala Seksi dan para Kepala

a Kepala DPUK dan Kepala Sub Bagian Tata Y

kan laporan kepad
menyusun laporan berkala DPUK.

Pasal 50
an la-

Dalam m : '
enyampaikan laporan kepada atasan masing - Masing tembus

nisasi, lain yang secara fungsiond

poran disampaikan pula kepada satuan orga

mempunyai hubungan kerja
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Pasal 51

Dzlam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh
Pimpinan Satuan Orgaoisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bim -

bingan kepada bawaban masing - masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 52

( 1) Bagan susunan orgaaisasi DPUK sebagaimana tercantum dalam lampir-

2n Peraturan Daerah ini.
( 2 ) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 53

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susvnan kepegawaian diatur sesuai de-

pgan peraturan perundang - uandangan yang berlaku.

Pasal 54

( 1) Kepala D?UK, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan di-
berhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas

usul Bupati Kepala Daerah.
(2 ) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan eleh

Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala DPUK.
Pasal 55

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur le-

bih lanjut oleh Bupati kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 56

UK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah inj di
Inyat,.

DP
eraturan Daerah ini.

kan terbentuk berdasarkan P
Pasal 57

a surat Keputusan Bupati Ke -
Agustus 1977 Nomor Bl /4
Dinas Pekerjaan Umun

dak berlaku lagi.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini mak

pala Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 22

751 VIII/ 1977 tentang ata Kerja
Daerah Tingkat

Organisasi dan T
II Sukoharjo diayatakan ti

Kabupaten
pasal 58

Jaku sejak tanggal diundan

2 memerintabkan pengundangan
abu-

Peraturan Daerah ini mulai ber gkan.
g dapat mengetahuiny

Agar supaya setiap oran
l]am Lembaran Daerah K

Peraturan Daerah ini dengad
at 11 Sukoharjo.

penem patannya da

paten Daerah Tingk

Sukoharjo, 22 September 1986

D;ZWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
\ERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT 11 SUKOHARJO TINGKAT 1I SUKOHARIO
KETUA
ttd ttd
Drs. SUPRAPTO

BAMBANG SOEPARDJO

Disahkan _
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DISYAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 3 Desember 1986 No. 188, 3 | 469 | 1986

Sekretaris Wilayah / Daerah
B / Kepala Biro Hukum

ttd.

(WALUJO, SH)
NIP. 010 019 835

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 1 tanggal 3 Januari 1987 Seri D Nomor 1.
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. SUTJIPTO
NIP., 500 031 518
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pAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PEKERJIAAN UMUM KABUPATEN DAERAN
TINGKAT 11 SUKOHARIO

Peraturan Dacrah Kabupaten
Dacrah Tingkat Il Sukoharjo
Nomor 9 Tahun 1986
Tanggal 22 Scplember 1986

Lampiran

\
KEPALA DiNAg

Urusan

Seksi Seksi
Bina Program Bangunan dan Gedung

o |

" Penclitian dan . )
Pengumpulan data Bangunan
—_ Perencanaan _1 Gedung
|

Pengendalian Evalu-

si dan Pelaporan _’ Administrasi Teknik,

ipﬂgunan dan Gedung

Jalan Jan Pengaliran

\

Tata Kota | Daerah \

—_—

Kebersihan, Keindahar Kot | Dz-!
erah dan Pemadam Kebakaryy i

Sub  Bagian i
Tata Usaha '
- |
o v | _ l

Urusan Urusan

Urusan Umum ‘ l Kepegawaian l } Keu: ngan ‘ \ Efisiznsi dan Ta't Lyygy,,

——— ‘\

| | i
Seksi Seksi o

—_—

_l Jalan dan Jembatan
|

_‘ Pengaliran

—| Administrasi Teknik,
Jalan dan Pengaliran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII
KABUPATEN DAERAH TINGKAT [l

CABANG DINAS

SUKOHARIJO
KETUA
ttd.
BAMBANG SOEPARDJO

~ Tata Lokasi
Bangunan

e—l

';_ Pertanahan ‘

—|™Tata Lingkungan dan \
Tata Lokasi Bangunhn

BUPATI

Kota / Daenh

—

.

_{ Pemakaman Umun l

.
l

" Kebersihan, Keindihag ‘

KEPALA

—, Pencegahan dan Peaanggu-
lanpan Kebakaran

DAERAH

TINGKAT 11 SUKOHARJO

ttd.

Drs.

SUPRAPTO
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il SUKOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1986

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 SUKOHARJO

] PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang pelak-
sanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai pekerjaan
umum kepada Propinsi - propinsi dan p2negasan urusan mengenai pekerjaan
umum di daerah - daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil,
Pérnerintah Daerah Tingkat 1I Sukoharjo mempunyai kekuasaan |/ kewenangan
'p:;hgkal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ms2ngenai urusan -
urasan bangunan dan gedung, jalan - jalan umum, beserta segala bangunan -
bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan - lapangan dan taman - taman
pengaliran ( pembulubh pembilas, got- got, riol2, selokan, penatus ) penerangan
jalan, tempat pekuburan umum, pasar - pasar, los-los pasar, pesanggrahan -
pesanggrahan, penyeberangan-penyeberangan, d;m pencegahan bahaya kebakaran,

Sebagai realisasi dari penegasan kewenangan pangkgl tersc’but_ diatas, ma-
ka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Sukoharjo
tanggal 22 Agustus 1977 Nomor : Hukum. B-1/4/75( VIII /1977, dibentuk
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat 1I Sukoharjo.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan.pengembangan penyelengga-
faan pemerintahan din pembangunan 'sccara bardaya guna dan berhasil guna
Khususnya yang menyangkut bidanz pekerjaan umum di Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Sukoharjo maka perlu meninjau dan ‘menetapkan kembali Susunan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan umum Kabupten Daerah Tingkat -
Il Sukoharjo, |
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Untuk maksud terscbut diatas 'maka scsuai dengan pasal 49 |,
undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri
363 Tahun 1977 dan Instruksi Gubernur Kepala Dacrah Tingkq |
Tengah Nomor 006l 1/05/ 1985 perlu menctapkan Susunan Orga

25

Ndin,

Nr,mn'
j*Wa
ni\:w

dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat | Sy
koharjo dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sd 4
Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7 sd 11
Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14 sd 45 -
Pasal 46 sd 52 .
Pasal 53 sd 55 .
Pasal 56 sd sg .

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan urusan jalan - jalan umum beser,
bangunan turutannya adzlah meliputi : jalan-jalan umyp
dan penanaman, lereng - lereng, tanggul-tanggul, selokan -
selokan, sumur — sumur, tonggak - tonggak kilometer,
papan-papan nama, jembatan — jembatan, urung- urung,
turap —turap, dinding —dinding tembok.

Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-
urusan .yang menjadi kewenangan pangkal dari Peme -
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan
pengembangan Dinas Pckerjaan Umum.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan pengelolaan kepegawaian ada -
Jah meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengad:}:m-
rengangkatan, kenaikan pangkat / gajih berkala, pemin -
dahan, pemberhentian, pengembangan kesejahtcrnan#
gawai dan peningkatan pengetahuan dan ketrampil
dibidang pekerjaan umum.

i \l . '.Ll‘.
Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adaly
1 i - » g 'J“o
meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapat
pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Cukup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
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